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SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 2-
144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Keterkaitan :

Keterkaitan :

1. SOP Pengumuman Informasi

2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik oleh
Atasan PPID

4. SOP Pengelolaan Permohonan Infromasi

5. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar
Informasi Publik

6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
7. SOP Pendokumentasian Informasi
dikecualikan

yang

Kualifikasi Pelaksana:

1. S-2 Hukum
2.S-1 Hukum
3.SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Register Permohonan Informasi

Pencatatan dan Pendataan :

Register Permohonan Formulir

pendukung lainnya

Informasi,




Pelaksanaan Mutu Baku
No Kegiatan Ket.
Dewan PPID Persyaratan/
PP Pertimbangan | Pelaksana| Perlengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Surat
Melakukan kajian atas SUt Permohonan,
: z Permohonan,
;nl;(:nnn:s; %arl\g rrtxkl,)aakft Sl Ioveban Surat .{awaban
ermasuk dala ar atas
! informasi Publik dengan D atasl;grrnnglsw?han Permohohan
g Pemonanan
Keberatan Keberitan
Memberikan pertimbangan

terhadap Permohonan

Notulensi atau

2 |Informasi Publik selain 2
Informasi Publik yang berita acara pieno
ditetapkan dalam DIP
Surat
Permohonan,
Melakukan koordinasi Surat Jawaban
3 pengujian konsekuensi = atas Permohohan
dengan melakukan 5 Informasi,
klasifikasi Informasi Publik Permohonan
Keberatan,
Notulensi
Surat
Melakukan pengujian Permohonan,
konsekuensi dengan Surat Jawaban
4 | melibatkan tim pakar ¢ atas Permohohan
berdasarkan Peraturan Informasi,
Komisi Informasi Publik Permohonan
Keberatan
Membuat hasil
pgrtimbangan tertulis dan A 4 Draft Penetapan
5 dllapc_)rkan kepada Pengujian
Pimpinan Badan Publik Koraskiianal
untuk mendapatkan
persetujuan
Melakukan reviu terhadap
pertimbangan tertulis. Draft Penetapan
6 |Apabila setuju diserahkan > Pengujian
kepada PPID untuk Konsekuensi
ditetapkan
x KP j
Menetapkan informasi SK Pengujian
: yang dikecualikan D Konsekuensi

paling
lama

14 hari
kerja

Notulensi atau
berita acara
pleno

Surat
Permohonan,
Surat Jawaban
atas
Permohohan
Informasi,
Permohonan
Keberatan,
Notulensi

Berita Acara
Pengujian
Konsekuensi,
Dattar Hadir,
Draft SK
Pengujian
Konsekuensi

Berita Acara
Pengujian
Konsekuensi,
Daftar Hadir,
Draft SK
Pengujian
Konsekuensi

Berita Acara
Pengujian
Konsekuensi,
Daftar Hadir,
Draft SK
Pengujian
Konsekuensi

Berita Acara
Pengujian
Konsekuensi,
Daftar Hadir,
Draft SK
Pengujian

Konsekuensi




